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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di kota 
Makassar. Pengambilan dan pengolahan data dilakukan dari bulan September-Oktober 2020.Teknik 
analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
(1) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah kota Makassar. 
(2) Dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah 
kota Makassar. (3) Dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat 
kemandirian daerah kota Makassar. 
 




Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. 
Adanya otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah dapat mandiri dalam memenuhi 
kebutuhan daerahnya masing-masing. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah 
mengandung arti bahwa daerah diberi kesempatan untukmandiri dalam mengatur dan 
mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan menggali dan memanfaatkansumber-
sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah 
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta, 
prakarsa dan aspirasi masyarakatsendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan 
keanekaragaman wilayahnya. PAD merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat 
kemandirian keuangan daerah (Hakib & Arifin, 2020). Sementara DAU dan DAK serta 
berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan 
daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil.Dengan 
semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan 
mandiri. PAD itu sendiri merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian 
keuangan daerah (Arfah & Putra, 2020; Laurens & Putra, 2020; Salim et al., 2020). Oleh 
karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD dengan 
realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari 
daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD sudah 
kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Sementara 
DAU dan DAK serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat 
pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Olilingo & Putra, 
18 
 
2020). Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengantujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhanpengeluarannya dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusatmemberikan bantuan berupa DAU yang 
besarnya sekurang-kurangnya 26% daripenerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam 
APBN.Untuk daerah provinsimenerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan 
kabupaten/kota sebesar 90%. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembagian DAU kepada 
seluruhprovinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-
masingdaerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah 
danpotensi ekonomi daerah. 
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, 
yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhankhusus. 
Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yangberarti bahwa 
besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikankepada daerah apabila 
daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Kebutuhan pendanaan pembangunan daerah 
di Kota Makassar yang terus meningkat, menuntut pemerintah daerah merencanakan 
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang 
bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Lebih lanjut, kota 
Makassar dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih 
tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD, sehingga selama 
ini yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat 
sebagai wujud ketidakberdayaan PAD dalam membiayai belanja daerah terutama pada porsi 
belanja pegawai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan setiap tahunnya 
selama periode 2007 sampai 2016. Pada tahun 2007 jumlah PAD sebesar Rp. 136miliar dan 
kemudian mencapai Rp. 1.305 Trilyun di tahun 2016.Demikian pula dengan Dana alokasi 
umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Pemerintah kota Makassar juga mengalami 
peningkatan yang cukup signifikandari tahun ke tahun selama priode yang sama. Pada tahun 
2016, DAU Pemerintah kota Makassar sebesar Rp. 1.324 trilyun dan DAK sebesar Rp 
169Miliar ditahun 2016.  
Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi saat ini masih 
didominasi olehbantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan bagi hasil. 
Secara rata-rata nasional,PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan 
daerah, sedangkan kurang lebih 70%masih menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat 
(Kemendagri). Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh 
dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak 
dapat berubah begitu cepat maupunsistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak mau 
kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Andreeva & Garanina (2017) menjelaskan 
beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintahdaerah melaksanakan 
otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannyaperusahaan daerah 
sebagai sumber PAD, (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati 
pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber 
penerimaan, (5)kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu 
adanya kesenjangan fiskal antardaerah.Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan 
(transfer) kepada pemerintah daerah, salahsatunya dengan pemberian Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah 
daerahbelum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah 
tangga daerah, yangditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap 
DAU dibandingkan PAD dalammendanai belanja daerah. Berdasarkan latar belakang 
masalah yang telah diuraikan tersebut diatas maka yang menjadi masalah pokok adalah: 1) 
Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah di Kota 
makassar.  2). Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kemandirian daerah di 
kota Makassar. 3). Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian daerah 








II. Tinjauan Pustaka 
 
2.1. Pembangunan Ekonomi Daerah 
 
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 
masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja 
baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 
wilayah tersebut. Suriyanti et al. (2020), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah 
adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, 
pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk 
menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu 
pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Sochirca et al. (2016) 
memberikan pengertian pembangunan sebagai: Suatu usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu 
bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 
bulding), Lopes et al. (2017) juga mengemukakan pembangunan sebagai suatu perubahan 
mewujudkan suatu kehidupan bernegara dana bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan 
sekarang. Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 
jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai 
tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama 
mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta 
partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya- sumberdaya yang ada 
harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan 
membangun perkonomian daerah (Mahdalena & Said, 2021; Permatasari, Anwar, et al., 
2021; Permatasari, Ashari, et al., 2021).  
 Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses 
pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai enterpreneur, koordinator, Fasilitator dan 
stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. (1) Enterpreneur, dengan 
perannya sebagai enterpreneur, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan 
suatu usaha bisnis (Hasrat & Rosyadah, 2021; Simanjuntak, 2021; Marpaung et al., 2021). 
Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset – aset 
pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik secara ekonomis menguntungkan.  
(2) Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan 
kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan 
dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok- kelompok dalam 
masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya 
tingkat kesempatan kerja angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya (Hanifah & 
Purwanto, 2013). Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga 
melibatkan lembaga- lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dalam masyarakat dalam 
penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi. (3) Fasilitator, 
pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan 
attitudianal (peilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat 
proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang 
lebih baik. (4) Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan 
pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi 
perusahaan- perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan – 
perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut (Chamidah et al., 2020; Putra et 
al., 2019).  Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, 
pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk- produk industri kecil, 
membantu industri-industri kecil melakukan pameran. Otonomi daerah dapat diartikan 
sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Salah satu faktor penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di 
daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas 
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitikberatkan pembangunan di pusat 
dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah (Anand & Lea, 2011). 
Dengan adanya otonomi daerah bermaksud untuk memeperbaiki kekeliruan selama ini 
dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan 
kebebasan untuk mengelola keuangannya sendiri 
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Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota untuk bertindak sebagai pelaksana, 
sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung 
jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, 
partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Manamperi, 2016). 
Kurang meratanya penyebaran pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan 
antardaerah, antaraperkotaan dan perdesaan, antarkawasan seperti kawasan barat dan 
kawasan timur Indonesia, maupun antargolongan masyarakat sehingga gejolak sosial mudah 
terjadi. Untuk mengurangi masalah serta gejolak-gejolak sosial yang akan terjadi maka suatu 
daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri agar pembangunan 
didaerahnya dapat berjalan seiring dengan pembangunan dipusat, hal ini disebut dengan 
otonnomi daerah.  
 
2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah 
 
Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat 
mendasar sejak diterapkan otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang (UU) No.32 
Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan 
otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah 
untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumberdaya 
manusia, dana, maupun sumberdaya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan 
otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan 
maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Tingkat 
kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, 
khususnya pendapatan asli daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah 
juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah. Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan 
tersebut. Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat 
dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan 
otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan 
di daerah dengan menitikberatkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara yuridis, 
pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan, tetapi 
secara faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan otonomi daerah 
berdasarkan UU nomor 5 tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan 
kebijakan desentralisasi adalah mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; 
peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat, mendorong 
pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.  
Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat 
mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsiprinsip 
pengelolaan keuangan daerah menurut (Alimbudiono & Andono, 2004) antara lain: 1) 
Transparansi, masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk menegtahui proses 
anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam 
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 2) Akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban 
publik yang berarti proses pengganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan 
pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3) Value of 
Money, prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, 
dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam 
jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana 
masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal. Sedangkan efektif merupakan 
penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam 
melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi 
norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah 
dapat mencapai tujuan yang diharapkan. (Aliyah, 2012) asas-asas pengelolaan keuangan 
daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Efisien merupakan 
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pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 
terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Sedangkan ekonomis merupakan pemerolehan 
pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif 
merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan. Keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang 
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban 
seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi 
kewenangan dan pendanaannya.  Disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, serta UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anatara pemerintah 
pusat dan daerah membawa perubahan yang mendasar pada proses pengambilan kebijakan 
dan manajemen pembangunan di daerah. Perubahan ini tentunya menuntut peran baru dari 
eksekutif dan legislative daerah. Salah satu aspek pemerintahan daerah yang harus di kelola 
dengan cara-cara yang tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah. Anggaran daerah 
atau anggaran pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan yang utama 
bagi pemerintah daerah. APBD merupakan rencana kerja pemerintha daerah dalam bentuk 
uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Sebagai instrumen kebjakan anggaran daerah 
menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah 
daerah. Anggaran daerah digunakan untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, 
membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. 
 
2.3. Kemandirian Keuangan Daerah 
 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa, 
“Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan 
pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas 
desentralisasi.” Menurut Dwirandra  mengemukakan kemandirian keuangan daerah sebagai 
berikut, kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. 
Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Nguyen, (2019) yaitu 
kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 
sendiri kegiatan pemerintahan, pembanguanan, dan pelayanan kepada masyarakat yang 
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 
Chandy & Narasimhan, (2015) menyatakan bahwa, “Kemandirian keuangan daerah sendiri 
ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan 
daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari 
pinjaman.”Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan 
mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien 
sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yurdakul et al. (2021) mengemukakan bahwa, 
“Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah 
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan 
pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk 




𝑏𝑏𝑅𝑅𝑘𝑘𝑃𝑃𝑏𝑏𝑅𝑅𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘𝑃𝑃𝑅𝑅ℎ 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃 𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑘𝑘𝑝𝑝𝑅𝑅𝑘𝑘𝑅𝑅𝑘𝑘
× 100% 
 
Rasio kemandirian ini mengambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap 
sumber dana ekstern. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi pula 
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Yurdakul et al., 2021). 
Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan 
pihak ekstern (terutama pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya 
(Sochirca, Afonso, Silva, et al., 2016). Tabel 2 berikut ini, menyajikan rasio kemandirian 




Tabel 1. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 
Rendah Sekali 0-25 Instruktif 
Rendah >25-50 Konsulatif 
Sedang >50 -75 Partisipatif 
Tinggi >75-100 Delegatif 
 
Menurut Chandy & Narasimhan, (2015) , ada empat (4) macam pola hubungan 
kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain: a) Pola 
hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian 
pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah); b) Pola hubungan 
Konsultatif, campur tagan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap 
sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. c) Pola hubungan Partisipatif, peranan 
pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 
kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; d) Pola hubungan 
Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-
benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. 
 
2.4. Pendapatan Asli Daerah 
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari 
sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, 
penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai 
sendiri pembangunan daerah masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan 
daerah dalam meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan dalam membiayai 
pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari 
besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun 
yang sama (Gaffar & Akal, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20, disebutkan bahwa pendapatan adalah semua 
penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu 
dibayar kembali oleh daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah 
hak pemerintahdaerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang 
dianggarkan dalamAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang 
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh 
pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang 
mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi 
dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau 
dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Menurut 
Alam et al. (2021) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
kepada masyarakat yang didasarkan pada azas desentralisasi, daerah diberikan 
kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assignment) serta bantuan keuangan 
(grant transfer). Pendapatan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana 
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut M Allo (2021)pendapatan 
daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian 
pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen 
yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka 
otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya Sochirca, Afonso, 
Silva, et al. (2016) menyatakan pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah.  
Penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. 
Penerimaan bukan pajak, misalnya penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman 
pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah 
yang berasal dari luar negeri. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua 
unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya 
oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah adalah 
seluruh sumber daya daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga 
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memberi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber  pembiayaan 
pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan 
seluruh hasil pengelolaan sumber daya kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2007). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber 
keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas 
dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan 
daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam 
meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai 
pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari 
besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun 
yang sama (Sochirca, Afonso, Silva, et al., 2016). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 
untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 
perwujudan desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya 
kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. 
 
2.5. Dana Perimbangan 
 
Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN 
untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan 
pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat yang semakin baik. Implementasi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 
daerah diharapkan data menjembatanipemenuhan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan didaerah, baik implementasi dalam peraturan pelaksanaannya maupun 
realisasi dari dana yang di daerahkan. Dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 104 
tahun 2000 tentang “dana perimbangan” sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 
25 tahun 1999, dapat memberikan gambaran kepada daerah tentang bagaimana 
perimbangan keuangan tersebut dijalankan. Daerah dapat memproyeksikan yang akan 
diterimanya dari dana perimbangan, dengan keluarnya peratuan pemerintah tersebut. Bagi 
Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sumber-sumber penerimaan perpajakan yang 
dibagihasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah 
minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 
maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari 
penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari 8 persen bagian 
Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan 
pemerintah daerah kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan 
usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas 
wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90 
persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, 
juga seluruhnya sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90 persen 
tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian 
pemerintah pusat. Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB berdasarkan UU 
No. 23 Tahun 2014 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen merupakan 
bagian pemerintah pusat. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah 
dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan 15 
persen dan 30 persen. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, 
dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen. 
 
2.6. Dana Alokasi Umum (DAU) 
 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Alokasi Umum 
merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis 
dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana Alokasi Umum digunakan 
untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara 
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pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh 
enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Dana alokasi umum menekankan aspek 
pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-
undang. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana 
Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka 
pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan 
pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum 
(DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi daerah yang relatif minim sumber daya alam (SDA), 
Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber 
operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan.  
Dana alokasi umum merupakan transfer pusat kepada dareah otonom dalam bentuk 
blok. Hal ini mengisyaratkan bahwa penggunaan dari Dana Alokasi Umum sepenuhnya 
ditetapkan sendiri oleh daerah ang bersangkutan. Adapun kegunaannya diutamakan untuk 
membiayai 11 urusan wajib berupa pelayanan dasar kepada masyarakat daerah.  Tujuan 
Dana Alokasi Umum di samping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai 
pemerataan (equalization) kemampuan keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum 
bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk 
mengurangi ketimpangan. kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula 
yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum sifatnya 
adalah “Block Grant”, maksudnya adalah penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai 
dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi 
dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto. Pendapatan Dalam Negeri Netto 
adalah Penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi 
dengan Penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada daerah. Proporsi Dana Alokasi 
Umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, proporsi Dana Alokasi 
Umum antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. 
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada UU 
No.23 Tahun 2014, besarnya Dana Alokasi Umum ditetapkan Sekurang kurangnya 25 persen 
dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk 
daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 
90 persen dari Dana Alokasi Umum. 
 
2.7. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Sesuai 
dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1) 
Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, 
dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, 
misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana 
baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, dan 2) Kebutuhan 
yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Biaya administrasi, biaya penyiapan 
proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lainlain biaya umum 
yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum. nasional. Dana Alokasi Khusus 
digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan 
prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya 
dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika dana alokasi 
khusus yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut 
dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah 
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pusat sebagai penerimaan utamanya. Jadi, jika dana alokasi khusus yang diterima suatu 
daerah meningkat, maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tersebut menurun.  
 
2.8. Kerangka Konseptual 
 
Berdasarkan uraian dan hasil penelitian di atas, maka kerangka pemikiran yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
 
   H1 
     
  H2     
  
  H3      
 
 
Gambar 1. Kerangka Konseptual 
 
Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian 
dirumuskan sebagai berikut: 
 
H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah 
H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah 
H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. 
 
 
III. Design Penelitian dan Metodologi 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu 
menguraikan dan menjelaskan tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian daerah dikota Makassar. 
Tempat penelitian dilaksanakan di kota Makassar dan instansi pemerintah yang terkait seperti 
Biro Pusat Statistik. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan informasi yang 
jelas tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap 
tingkat kemandirian daerah di kota Makassar.Sedangkan waktu penelitian pada bulan 
September sampai Oktober 2017. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
Data sekunder, yaitu data/informasi yang diperoleh melalui referensi atau literatur-literatur 
serta dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian khususnya terhadap data berkaitan 
pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi 
khusus dikota Makassar. Sumber-sumber data diperoleh dari Biro Pusat Statistik kota 
Makassar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Studi 
dokumenter, yaitu menelaah dan memperoleh informasi melalui buku-buku, publikasi, 
laporan, dan dokumen-dokumen pemerintahan yang ada kaitannya dengan penelitian. (2) 
Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengadakan pengamatan langsung pada 
obyek yang diteliti. Teknik analisis data yang dipergunakan untuk memecahkan 
permasalahan di atas adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu analisis data dengan 
mengadakan perhitungan-perhitungan yang relevan dengan masalah yang dianalisis. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
  
3.1. Analisis Regresi Linier berganda 
 
Merupakan suatu teknik analisis yang dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya 















khusus terhadap tingkat kemandirian daerah di kota Makassar. Menurut Ghozali (2005) maka 
digunakan persamaan regresi sebagai berikut: 
 
Yi = ß0 + ß1X1i + ß2X2i + ß3X3iμi 
Keterangan: 
Yi : Kemandirian kota Makassar  
β0       : Intersep yang menggambarkan rata-rata pengaruh dari berbagai variable 
/faktor yang mempangeruhi Y akan tetapi tidak dimasukkan dalam 
persamaan regresi. 
ß1, ß2, ß3  : Koefisien regresi dari masing-masing Xi 
X1i : Pendapatan Asli Daerah kota Makassar  
X2i : Dana Alokasi Umum kota Makassar  
X2i : Dana Alokasi Khusus kota Makassar  
Μi :Tingkat kesalahan (gangguan) stokastik 
 
3.2. Pengujian Hipotesis  
 
a. Uji F 
 
Hasil analisa regresi linier berganda akan diperoleh koefisien korelasi R kuadrat 
menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen, dan untuk membuktikan sejauhmana pengaruhnya digunakan uji F. 
Adapun rumus yang digunakan adalah: 











F   =  Harga F garis regresi 
N  =  Jumlah sampel 
m  =  Jumlah Prediktor 
R  =  Koefisien korelasi antara kriterium dengan  prediktor-prediktor 
 
Bila hasil perhitungan menunjukkan nilai Fhitung> Ftabel dengan tingkat 
kepercayaan < 0,05 berarti semua variabel independen secara simultan (bersama-sama) 




Untuk membuktikan sejauhmana variabel independen yang dominan berpengaruh 
terhadap variabel dependen digunakan uji-t.  Adapun rumus yang uji statistik yang digunakan 
adalah: 








Keterangan:      
 t   =  t-hitung 
r   =  Koefisien korelasi 
n  =  Jumlah sampel 
 
Bila hasil perhitungan menunjukkan nilai thitung> ttabel dengan tingkat kepercayaan 
< 0,05 berarti variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen secara 
signifikan. 
 
3.3. Uji Asumsi Klasik 
 
Untuk mengetahui hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari 
adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas maka dilakukan suatu 
pengujian yang disebut sebagai uji asumsi klasik. Apabila model yang digunakan terjadi 
multikolinearitas, autokorelasi, danheterokedastisitas maka regresi penaksiran tidak efisien, 
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peramalan berdasarkanuji tersebut akan bias dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi 
menjadi tidak valid. Pengujian dilakukan dengan penggunaan hasil analisis komputer dari 
program eviews. 
 
3.4.  Uji multikolinearitas 
 
Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” 
atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. 
UjiMultikolinearitas diperlukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 
korelasi yang tinggi antara variabel independen (variabel bebas).Dalam model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (variabel independen) yaitu 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus. ApabilaTolerance 
value lebihtinggidari 0,10 atau Variance Inflation  Factor (VIF) lebih kecil daripada 10, maka 
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.  
 
3.5. Uji autokorelasi 
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara variabelgangguan satu 
dengan variabel gangguan lainnya. Akibat adanyaautokorelasi adalah parameter yang 
diestimasi menjadi bias danvariannya tidak minimum, sehingga tidak efisien. Rumus 
untukmendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin Watson statistik. 
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dalam modelpenelitian dengan 
menetapkan “d” pada daerah uji Durbin Watson,dengan ketentuan: 
 
d > dl                : terjadi autokorelasi positif dalam model 
dl< d < du          : jatuh pada daerah keragu-raguan 
du< d < 4-du    : tidak terjadi autokorelasi, baik positif maupun negatif 
4-du < d < 4-dl     : jatuh pada daerah keragu-raguan 
4-dl < d               : terjadi autokorelasi negative dalam model 
 
3.6. Uji Heteroskedastisitas 
 
Salah satu asumsi dari model regresi linear klasik adalah gangguan (disturbance), μi 
yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik, yaitu semua gangguan 
tadi mempunyai varians yang sama. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang homoskedastisitas bukan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dilakukan dengan 
menggunakan Uji Park, yang dilakukan dengan meregresikan volume absolute unstandarized 
residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variable dependen terhadap semua 
variable independen dalam model regresi. Ada tidaknya heteroskedastisitas, terlihat pada 
volume koefisien β1 pada pengujian. Apabila tidak signifikan maka H1 diterima, berarti tidak 





IV. Hasil Penelitian & Pembahasan 
 
4.1. Pengujian Kualitas Data 
 
1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2010-2019 
 
Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah kota 
Makassar,dapat dilihat pada uraian di bawah ini :  
 











Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kota Makassar 
pada tahun 2010 berada pada pola hubungan Instruktif, yakni peranan pemerintah pusat 
lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 
 
• Kemandirian kota Makassar Tahun 2011: 
 
PAD






Berdasarkan perhitungan diatas, menunjukkan kota Makassar tahun 2011 masih berada 
pada pola hubungan Instruktif, yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada 
kemandirian pemerintah daerah. 
 









Nilai perhitungan menunjukkan kota Makassar tahun 2012 masih berada pada pola 
hubungan Instruktif, yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian 
pemerintah daerah. 
 









Hasil perhitungan diatas menunjukkan kota Makassar tahun 2013 masih berada pada 
pola hubungan Instruktif, yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada 
kemandirian pemerintah daerah. 
 









Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kota Makassar 
tahun 2014 berada pada pola hubungan Konsultatif, yakni campur tangan pemerintah pusat 
sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.  
 









Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kota Makassar tahun 
2015 masih berada pada pola hubungan Konsultatif, yakni campur tagan pemerintah pusat 
sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.  
 









Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa kota Makassar tahun 2016 berada pada 
pola hubungan Partisipatif, yakni peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat 














Dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa kota Makassar 2014 berada pada pola 
hubungan Partisipatif, yakni peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat 
daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan 
otonomi. 
 









Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa kota Makassar tahun 2015 masih berada pada 
pola hubungan Partisipatif, yakni peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat 
daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan 
otonomi. 
 








Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kota Makassar tahun 2016 
berada pada pola hubungan Delegatif, yakni campur tangan pemerintah pusat sudah tidak 
ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi 
daerah. 
 
2. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2007-2016 
 
Salah satu kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah adalah dengan 
melihat besarnya PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dimana dalam ini Kota 
Makassar mengalami peningkatan fluktuatif Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (%) Kota Makassar 












Tabel 2 menunjukkan tentang rata-rata Kontribusi PAD Kota Makassar. Hal ini 
menjelaskan bahwa kontribusi PAD kota Makassar mengalami penurunan pada tahun 2010-
2019. Namun perubahan terjadi cukup signifikan dimana PAD kota Makassar cenderung 
meningkat di tahun 2010-2019 mencapai 35.66%.  
 
3. Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Makassar Tahun 2010-2019 
 
Jumlah dana alokasi umum setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan presiden. 
Setiap provinsi/kabupaten/kota meneriman DAU dengan besaran yang tidak sama. Untuk 




Tabel 3. Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Makassar 












Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat Kontribusi DAU Kota Makassar tahun 2007-2016 yang 
menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total 
pendapatan daerah setiap tahunnya, di mana terdapat penurunan kontribusi dari tahun 2010 
sebesar 62.00 % ke tahun 2014 menjadi sebesar 41.63 % dan meningkatkan kembali di 
tahun 2015 menjadi 44.45 %. Namun untuk tahun berikutnya terus menurun hingga pada 
tahun 2019 menjadi 36.18 %. Hal ini menunjukkan pula bahwa DAU tertinggi Kota Makassar 
berada pada tahun 2010 yang berarti bahwa pada tahun tersebut dana transfer dari 
pemerintah di dominasi oleh dana alokasi umum. 
 
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Makassar Tahun 2010-2019 
 
Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi 
urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, Untuk mengetahui perkembangan dana 
alokasi umum kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3. 
 
Tabel 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Makassar 












Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat Kontribusi DAK Kota Makassar tahun 2010-2019 yang 
menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap total 
pendapatan daerah setiap tahunnya, Kontribusi DAK tertinggi terjadi pada tahun 2010 
sebesar 9.06 %, dan kontribusi terkecil berada pada tahun 2015 sebesar 1.59 %. 
 
5. Uji Asumsi Klasik 
 
a. Uji Normalitas 
 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji bahwa dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011). Berikut disajikan hasil uji asumsi 
normalitas dengan grafik Normal P-P Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model 





Gambar 2. Uji Normalitas 
 
Hasil uji asumsi normalitas dengan grafik Normal P-P Plot terhadap model regresi antara 
Kontribusi PAD, Kontribusi DAK, dan Kontribusi DAU terhadap Kemandirian Daerah 
menunjukkan bahwa titik-titik plot berhimpit dengan garis diagonal sehingga dapat dikatakan 
bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 
 
Tabel 5. Uji Normalitas 
 Unstandardized Residual 
Kolmogorov-Smirnov Z .679 
Asymp. Sig. (2-tailed) .746 
 
Hasil uji asumsi normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model regresi 
antara Kontribusi PAD, Kontribusi DAK, dan Kontribusi DAU terhadap Kemandirian Daerah 
diperoleh nilai signifikansi lebih dari alpha 0,050 sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 
 
b. Uji Heteroskedastisitas 
 
Menurut Ghozali, 2009 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut hasil uji 
asumsi heteroskedastisitas dengan uji Scatterplot terhadap model regresi antara PAD, DAK, 














Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Scatterplot terhadap model regresi antara 
Kontribusi PAD, Kontribusi DAK, dan Kontribusi DAU terhadap Kemandirian Daerah diketahui 
bahwa titik-titik data pengamatan berpencar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu 
sehingga tidak ditemukan adanya indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi.Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala Heterokedastisitas dan layak 
digunakan dalam analisis regresi berganda. 
 
c. Uji Multikolinieritas 
 
Untuk menguji adanya multiko- linearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflantion 
Factor (VIF) dan tolerance value untuk masingmasing variabel independen. Apabila tolerance 
value > 0,10 dan VIF < 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berikut hasil 
uji asumsi multikolinieritas dengan uji VIF terhadap model regresi antara Kontribusi PAD, 
Kontribusi DAK, dan Kontribusi DAU terhadap Kemandirian Daerah. 
 
Tabel 6. Uji Multikolinieritas 
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 
1 
Kontribusi PAD .338 2.957 
Kontribusi DAU .289 3.458 
Kontribusi DAK .760 1.316 
 
Hasil uji asumsi multikolinieritas dengan uji VIF terhadap model regresi antara Kontribusi 
PAD, Kontribusi DAK, dan Kontribusi DAU terhadap Kemandirian Daerah diperoleh nilai VIF 
masing-masing variabel bebas adalah kurang dari 10, sehingga tidak ditemukan indikasi 
adanya multikolinieritas dalam model regresi. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi 
antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah 
multi- kolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk. 
 
d. Uji Autokorelasi 
 
Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin- 
Watson.Berikut hasil uji asumsi autokorelasi dengan uji Durbin Watson terhadap model 
regresi antara Kontribusi PAD, Kontribusi DAK, dan Kontribusi DAU terhadap Kemandirian 
Daerah. 
 
Tabel 7. Uji Autokorelasi 
Model Durbin-Watson dU 4-dU 
1 2.307 2.0163 1.9837 
 
 Hasil uji autokorelasi dengan uji asumsi autokorelasi dengan uji Durbin Watson 
terhadap model regresi antara Kontribusi PAD, Kontribusi DAK, dan Kontribusi DAU terhadap 
Kemandirian Daerah diperoleh nilai DW mendekati rentang nilai dU dan nilai 4-dU sehingga 
asumsi autokorelasi terpenuhi. 
 
6. Pengujian Hipotesis 
 
a. Regresi Linier Berganda 
 
Merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui adatidaknya dan 
seberapa besar pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Tingkat Kemandirian kota Makassar 
periode 2010-2019. Berikut hasil regresi linier berganda antara Kontribusi PAD, Kontribusi 









Tabel 8. Regresi Linier Berganda 
Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -2.293 7.167  -.320 .760 
PAD 2.522 .116 .919 21.787 .000 
DAU -.251 .114 -.101 -2.208 .069 
DAK .130 .260 .014 .501 .635 
 
Hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel PAD, DAK, dan DAU terhadap 
Kemandirian Daerah disajikan sebagai berikut. 
 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
Y = -2.293 + 2.522 X1 – 0.251 X2 + 0.130 X3 + e 
 
Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Nilai konstanta (a) sebesar -2,293 menunjukkan tanpa adanya pengaruh dari PAD, DAK, 
dan DAU maka Kemandirian Daerah adalah -2,293. 
b. Nilai koefisien PAD (b1) sebesar 2,522 menunjukkan setiap peningkatan nilai PAD 
sebesar 1 satuan akan menunjukkan Kemandirian Daerah sebesar 2,522. 
c. Nilai koefisien DAU (b2) sebesar -0,251 menunjukkan setiap peningkatan nilai DAU 
sebesar 1 satuan akan menurunkan Kemandirian Daerah sebesar -0,251. 
d. Nilai koefisien DAK (b2) sebesar 0,130 menunjukkan setiap peningkatan nilai DAK 
sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kemandirian Daerah sebesar 0,130. 
 
b. Uji Simultan (Uji-F)  
 
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruhsecara bersama-sama terhadap variabel dependen.Berikut disajikan 
hasil pengujian pengaruh antara Kontribusi PAD, Kontribusi DAU, dan Kontribusi DAK 
terhadap Kemandirian Daerah secara simultan dengan menggunakan uji F. 
 
Tabel 9. Uji Simultan 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3902.805 3 1300.935 552.063 .000b 
Residual 14.139 6 2.356   
Total 3916.944 9    
 
Hasil pengujian secara simultan dengan uji F didapatkan nilai F hitung (552,063) lebih 
dari F tabel (4,757) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) menunjukkan 
terdapat pengaruh signifikan antara Kontribusi PAD, Kontribusi DAU, dan Kontribusi DAK 
terhadap Kemandirian Daerah secara simultan. 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variabel dependen. Berikut hasil koefisien determinasi antara variabel 
Kontribusi PAD, Kontribusi DAU, dan Kontribusi DAK terhadap Kemandirian Daerah dengan 
menggunakan R2. 
Tabel 10. Koefisien Determinasi R2 
Model R R Square Adjusted R Square 
1 .998a .996 .995 
 
Hasil koefisien determinasi didapatkan nilai R Square sebesar 0,194 artinya bahwa 
besar pengaruh terhadap variabel Kemandirian Daerah yang ditimbulkan oleh variabel 
Kontribusi PAD, Kontribusi DAU, dan Kontribusi DAK adalah sebesar 99.6 persen, 
sedangkan besar pengaruh terhadap variabel Kemandirian Daerah yang ditimbulkan oleh 







d. Uji Parsial (Uji-t) 
 
Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen secara individu. Berikut hasil pengujian pengaruh antara variabel 
Kontribusi PAD, Kontribusi DAU, dan Kontribusi DAK terhadap Kemandirian Daerah secara 
parsial dengan menggunakan uji t. 
 
Tabel 11. Uji Parsial 
Model T Sig. 
 
(Constant) -.320 .760 
PAD 21.787 .000 
DAU -2.208 .069 
DAK .501 .635 
 
a. Uji parsial antara variabel PAD terhadap variabel Kemandirian Daerah didapatkan nilai t-
hitung (21,787) lebih dari t tabel (2,447) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha 
(0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel PAD terhadap variabel 
Kemandirian Daerah. 
b. Uji parsial antara variabel DAU, terhadap variabel Kemandirian Daerah didapatkan nilai 
t-hitung (2,208) kurang dari t tabel (2,447) atau nilai signifikansi (0,069) lebih dari alpha 
(0,050) sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAU, terhadap 
variabel Kemandirian Daerah. 
c. Uji parsial antara variabel DAK, terhadap variabel Kemandirian Daerah didapatkan nilai 
t-hitung (0,501) kurang dari t tabel (2,447) atau nilai signifikansi (0,635) lebih dari alpha 
(0,050) sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DAK, terhadap 




a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dengan Kemandirian Keuangan 
 
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota Makassar. Pendapatan Asli 
Daeah yang tinggi merupakan tujuan yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk 
mencapai kemandirian keuangan.Tingginya PAD suatu daerah mengindikasikan bahwa 
kemandirian daerah semakin baik.sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan 
bantuan dana dari pemerintah pusat akan semakin berkurang atau rendah. Penerimaan PAD 
digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendukung penyediaan 
sarana dan prasarana daerah. Dimana hal ini akan berdampak pada kesejahteraan 
masyarakat. Kristiadi (2005) PAD merupakan pendapatan daerah yang tergantung pada 
keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri. Lebih 
lanjut, pemerintah daerah kota Makassar telah berhasil mengoptimalkan PAD yang dimiliki 
untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah kota Makassar 
terus berupaya untuk berinovasi dengan membuat terobosan baru agar PAD yang diperoleh 
akan semakin besar. PAD yang besar akan menyebabkan kemandirian daerah juga semakin 
besar. Menurut Saleh (2003:49) pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang 
sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka 
otonomi daerah saat ini. Oleh karena itu, bila dilihat berdasarkan hasil analisis rasio 
kemandirian kota Makassar menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah 
memang tergolong sangat baik. Demikian pula nilai PAD Kota Makassar jauh lebih besar 
dibandingkan dengan dana transfer pusat yaitu DAU ataupun DAK. Indikator rendahnya 
kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan 
Rutin (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah 
dalam persentase pada tahun yang sama (Radianto, 2007). Oleh karena itu, kota Makassar 
sudah mampu untuk membangun daerahnya untuk terus berkembang. Semakin tinggi rasio 
kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 





b. Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Kemandirian Keuangan 
 
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatifdan 
tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota Makassar. Hal ini menunjukkan 
bahwa ketika DAU meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan turun karena 
besaran DAU ini merupakan cerminan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kota Makassar tidak lagi mengandalkan transfer 
dari pemerintah pusatsebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah, 
sehingga dengan rendahnya nilai DAU yang di transfer pemerintah pusat tidak 
mempengaruhi belanja daerah maupun pembangunan daerah. Lebih lanjut, kota Makassar 
telah menggunakan dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada 
daerah dengan baik dimana dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif yang dapat 
memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan asli daerah seperti pendidikan, 
kesehatan, dan lain-lain. 
 
c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Kemandirian Keuangan 
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan rerhadap kemandirian keuangan daerah kota Makassar. Hal ini 
mengindikasikan bahwa seberapa besarpun dana alokasi khusus yang ditransfer oleh 
pemerintah terhadap daerah tidak sertamerta berpengaruh terhadap kemandirian daerah 
tersebut. Hal ini karena pelaksanaan DAK ditujukan untuk kegiatan investasi pembangunan, 
pegadaan, peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik. Lebih lanjut, Dana Alokasi 
Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga jika dilihat dari rasio dana 
alokasi khusus kota Makassar mengalami fluktuasi penurunan setiap tahunnya. Hal ini 
membuktikan pula bahwa semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat 
maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil 
transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan 
semakin tinggi. Sehingga dengan demikian potensi tingkat kemandirian kota Makassar 
semakin baik. Selain itu, hal lain yang menyebabkan DAK tidak berpengaruh terhadap tingkat 
kemandirian daerah kota Makassar disebabkan karena pemerintah daerah tidak mempunyai 
kewenangan untuk mengelola dan menggunakan dana alokasi khusus karena penggunaan 
dana alokasi khusus tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah 
daerah hanya menjalankan sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengalokasian 
DAK di Kota Makassar tidak diperuntukkan untuk Belanja Modal yang bertujuan untuk 
meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, melainkan diperuntukkan untuk belanja 
lain, seperti belanja barang dan jasa. Sehingga DAK yang tinggi belum tentu mengakibatkan 
tingkat kemandirian keuangan daerah, yang rendah. 
Obyek pengelolaan keuangan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. 
Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal: pertama mobilisasi sumber-sumber 
penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. Kedua, daerah dapat melakukan 
optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan 
kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, daerah harus 
dapat melakukan redifinisi proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya 
perbaikan pada tingkat ekonomis, efesiensi dan efektivitas setiap kegiatan pemerintahan 
(penghematan anggaran seperti yang dihasilkan oleh standar analisa belanja). Redefinisi 
anggaran harus juga mampu menanyakan apakah suatu layanan publik masih harus 
diproduksi sendiri oleh Pemerintah Daerah atau cukup disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan cara kemitraan atau privatisasi. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis data yang 
telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan 
di kota Makassar tahun 2010-2019. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki 
peran penting dalam kemandirian keuangan daerah kota Makassar.  
2. Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian 
keuangan di kota Makassar tahun 2010-2019. Artinya semakin kecil Dana Alokasi 
Umum maka tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah kota Makassar. 
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3. Dana alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian 
keuangan di kota Makassar tahun 2010-2019. Artinya bahwa Besar kecilnya perubahan 
yang terjadi pada dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan 
kemandirian keuangan daerah kota Makassar. 
 
 
V. Simpulan Dan Saran 
 
Pemerintah kota Makassar harus tetap meningkatkan penerimaan daerahnya secara 
optimal terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah agar tercapai 
tingkat kemandirian keuangan sebagai bagian dari otonomi daerah. Peneliti selanjutnya 
diharapkan memperbanyak kabupaten/ kota yang akan diuji dan periode waktu penelitian 
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